SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah-memeriksa, mengadili dan menjatuhkan

putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 19 Januari 1974, agama
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan
Strata II; tempat kediaman di Kota Bekasi, sebagai semula

sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;
lawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Juni 1973, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata 1l, tempat
kediaman di Kota Bekasi, semula sebagai Pemohon

sekarang sebagai Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan

perkara ini;
DUDUK PERKARA

Mengutip. segala wuraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal
15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444

Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon (Pembading) di depan sidang Pengadilan

Agama Bekasi.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon
sebelum menjatuhkan talaknya berupa:

3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah);

3.2. Mut’ah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama
Bekasi tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon,
putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 13
September 2022;

Bahwa terhadap ‘putusan tersebut, Termohon/Pembanding telah
mengajukan permohonan banding pada hari Jum’at, tanggal 23 September
2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Bekasi pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 4 Oktober
2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal
23 September - 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 23 September 2022
yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi
tersebut, karena Pembanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang

harus mempunyai Surat Keterangan dari Intansi terkait;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2022 sesuai Surat Pemberitahuan dan

Penyerahan Memori Banding tersebut dan selanjutnya atas memori banding
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tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding
sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 20 Oktober
2022;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan supaya datang
memeriksa berkas perkara  banding (inzage) sebagaimana relaas
pemberitahuan untuk - memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 04
Oktober 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan
berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera
Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks = tanggal 20
Oktober 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan
memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 04 Oktober 2022 dan
sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 05 Oktober
2022 bahwa Terbanding telah datang untuk membaca dan memeriksa
berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Oktober 2022 serta
telah didaftar dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan
telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat
Nomor W10-A/3447/HK.05/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan
tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding
dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal
7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di
Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal

dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex
factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi
untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan
Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak secara langsung oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bekasi dan belum berhasil = mencapai kesepakatan.
Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk Sdri. Dra. Hj.
Nurroh Sunah, S.H. sebagai mediator dan telah disepakati oleh para pihak
berperkara sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Mediasi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 6 Juli
2022 bahwa berhasil sebagian mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang
dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian. Oleh karenanya Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut
telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 130 ayat (1) HIR jo.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Pelaksanaan Mediasi di'Pengadilan, oleh karenanya proses- penyelesaian

perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah. membaca,
mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang
terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang, salinan resmi putusan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 15
Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444
Hijriyah, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori

banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya

tertanggal 23 September 2022 telah mengajukan keberatan atas putusan
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Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 15
Agustus 2022 yang pada pokoknya karena Termohon/Pembanding sebagai
seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus mempunyai Surat Keterangan dari
Intansi dimana Termohon/Pembanding bekerja dan tertulis dalam surat
Permohonan sebagai Ibu rumah tangga dan hal ini telah Termohon/

Pembanding sampaikan pada sidang mediasi;

Menimbang, bahwa atas memori banding. Pembanding tersebut
Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah benar

Termohon/Pembanding berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margacinta dan dihubungkan dengan
Berita Acara Sidang tanggal 18 Juli 2022 halaman 23 telah dinyatakan
dengan tegas bahwa status pekerjaan Pembanding sebagai Pegawai Negeri
Sipil aktif yang tentunya dalam perceraian a quo terikat dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan penceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan izin perceraian tersebut,

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan;

1. Pasal 3 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
Tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
menyatakan: ayat 1; Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan
perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu
dari pejabat. ayat (2) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai
Penggugat atau bagi-Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai
Tergugat untuk memperoleh-izin atau surat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis;

2. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2020/SEMA Nomor 10 Tahun
2020 huruf (c) menyatakan: “Permohonan/gugatan perceraian dari

anggota TNI/Polri (dibaca Pegawai Negeri Sipil) maupun pasangannya
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harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat
yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka
hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan
memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung
Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua peraturan tersebut, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil * (PNS) harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin
(bagi Penggugat) dan surat keterangan (bagi Tergugat) dari atasan yang
berwenang dan apabila surat tersebut ternyata belum ada, maka hukum
acaranya Hakim harus/wajib menunda sidang selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara a quo bahwa
Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon/Pembanding berstatus sebagai Pegawai Negeri
Sipil _dan belum memperoleh surat keterangan dari atasan langsung;

2. Bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah
memproses melakukan persidangan perkara a quo sampai dengan 6
(enam) kali siding, yaitu sidang pertama tanggal 04 Juli 2022 meskipun
Majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi telah merngetahui dari laporan
mediasi bahwa Termohon/Pembanding berstatus sebagai Pegawai Negeri
Sipil, yang seharusnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi
mengetahui bahwa Termohon/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil
langsung menunda Persidangan perkara a quo selama 6 (enam) bulan
untuk  memberikan kesempatan  kepada = Termohon/Pembanding

mengurus surat keterangan dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bekasi dalam memproses perkara a quo telah tidak melaksanakan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 dan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun
2020/SEMA Nomor 10 Tahun 2020 huruf (c), karenanya Putusan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 15
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Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444
Hijriah tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan

mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berberdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah —diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan- perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat
pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada

tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini,
MENGADILI

|. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat

diterima;

Il. Membatalkan  Putusan Pengadilan =~ Agama  Bekasi Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 15 Agustus 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI
- Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima

(niet ontvankelijke verklaard);

- Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya
perkara ini pada Tingkat Pertama sejumlah Rp890.000,00 (delapan
ratus sembilan-puluh ribu rupiah);

lll. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini
pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Kamis, tanggal 03 November

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh
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kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje
Jaenudin, M.SI. dan H. Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal
31 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-
Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. H. Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd
Pipih, S.H.
Perincian Biaya:
1. Biaya proses »Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp _10.000,00 +
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
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Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,
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